PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN GLEH PIHAK
KETIGA DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN
ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Disjukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjasa
Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Universitas Sriwijaya

Oleh :
FELLA MITASARI
NIM : 02043100117

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
g PALEMBANG
2011

|
v

et T e e
-

R
i
2%
-~

22



PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH I;méxi NS
TSt 27

KETIGA DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN ‘¢
ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN TIN%) AK: 7 (4

L

o
PIDANA KORUPSI R\

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Universitas Sriwijaya

Oleh :
FELLA MITASARI
NIM : 02043100117

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2011



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

Nama : Fella Mitasari
NIM  : 02043100117

JUDUL :
PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK
KETIGA DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN |

ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK  ~
PIDANA KORUPSI

* Secara Subtansi telah disetujui dan dinyatakan .
Siap untuk diuji / dipertahankan

. Indralaya, 12 Mei 2011

Pembimbing Pembantu, Pembimbing Utama,

7

NIP 196802211995121001 NIP 131844028




UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK
KETIGA DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN
ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK

PIDANA KORUPSI

Nama : Fella Mitasari
NIM + 02043100117

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah,
baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai Skripsi Jenjang
Pendidikan Sarjana ( S1 ) Hukum

Pembimbing Pembantu, Pembimbing Utama,
Rd. Moch. Ikhsan, SH., MH H. h Gofar, SH.. MH
NIP.196802211995121001 NIP. 131844028

Skripsi ini telah diserahkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi
jenjang pendidikan Sarjana ( S1 ) Hukum.

Indralaya, 12 Mei 2011
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Ketua Bagian Acara, Dekan,
H. Abdullah-Gofar, SH., MH Prof, Amzu

NIP. 131844028 Nll' 196412021990031003



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

Nama : Fella Mitasari
NIM : 02043100117

JUDUL:

PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK
KETIGA DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN
ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA KORUPSI

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian
Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya dan dinyatakan lulus dalam ujian siding hari kamis, 12 Mei 2011

Penguji I, Penguji I,
Sri Turatmiyah, SH., M.Hum  Meria Utann, SH.,LILM
NIP.196511011992032001 NIP.197805092002122003 NIP. 131844028

Disahkan di Indralaya, 12 Mei 2011

——=Dekan Fuklltas Hukum

!\‘j{[‘\‘;’oﬁ ersi aya,



| \/\ KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
o UNIVERSITAS SRIWIJAYA ot
FAKULTAS HUKUM  ©

W Kampus Indralaya Telp. (0711 ) 580063 Fax. (0711 ) 581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./ Fax (0711 ) 581179

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA MAHASISWA . FEUWA  MUITASAR

Nomor Induk Mahasiswa : 02043(00 VT

Tempat/ Tgl Lahir . PAlEMBANG / 12 APRIL 1984

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : Sl

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan . Studi Hukum 9RY, S\STEM FERADIAN PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan — bahan yang sebelumnya telah

diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan
| sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan

atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah

melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala

akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, ObN\E\ 201\

METERAI § -
TEMPEL

GO0 FRE

..................

NIM ogoul:&\oon‘{—



Motto

“Manusia Berencana Tuhan Yang MenentuRan”

Kupersembahkan Kepada :

®  Ayahku (Alfm)IH. Mustafa Kamal Djambak,
o Ibuky Hj. Hasmiana Gustiningsif, SH

*  Adik.adikku yang Rucintat

e  Suamiky tercinta June Medya Bietama, SH
o Anakku Kania dan Kfiairo

e Almamaterky

iv



UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi yang berjudul : Praperadilan Yang Diajukan Oleh
Pihak Ketiga Dalam Penghentian Penyidikan Atau Penghentian Penuntutan Tindak
Pidana.Korupsi ini, penulis menyadari telah mendapatkan bantuan dan dukungan dari
banyak pihak yang tentunya tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, baik itu pada
saat penulisan skripsi, maupun pada saat penulisan menempuh perkuliahan di
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini, penulis ingin
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., L.L.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR. Rasyidi, SH.,, MS selaku Pembantu Dekan 1
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, SH., LL.M selaku Pembantu Dekan lI Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya.
4. Bapak RD. Achmad Ikhsan, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H. Abdullah Gofar, SH., M.Hum selaku Pembimbing Utama dalam
Penulisan Skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam

penyusunan skripsi ini.



10.

11,

12.

Bapak RD. Achmad Ikhsan, SH., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu dalam
Penulisan Skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam
penyusunan skripsi ini.

Ibu Djasmaniar, SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih untuk
bimbingan dan bantuan Ibu selama ini.

Seluruh Dosen Pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah
banyak membantu dalam hal akademik.

Kedua Orang Tuaku, yang dengan seluruh kesabaran, yang tak letih mensuport
semua yang aku lakukan, do’a dan dukungan serta kepercayaan yang telah
diberikan.

Adik-adikku Anisa, Ina, dan Ibang yang menjadi salah satu motivasiku untuk
tidak kalah sukses.

Seluruh teman-temanku yang tak tersebut namanya mohon maaf apabila nama

kalian tak tersebut, hal ini semata-mata hanya kekhilafan dari penulis.

vi



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
segala berkat, rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga Penulis dapat menyelesaikan
peniulisan skripsi yang berjudul : “PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH
PIHAK KETIGA DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU
PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI™.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk
mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana
seharusnya penulis Ilmiah lainnya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan
saran yang bersifat membangun agar dapat dipergunakan nantinya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-

pihak yang memerlukannya.

Palembang, Mei 2011

Penulis,

Fella Mitasari

vii



HALAMAN JUDUL cooceicnicsncsancnsesssssssnssaesaases

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ...... cesesnersesassastsasesassrassaneresssasssussasssessnss

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...ccccoviiriisicsnssncsersorsnenseneesens

UCAPAN TERIMA KASII ...ccccrereccnccrrcsacsescesanssnessnacnses
KATA PENGANTAR

DAFTAR ISL..ccieiiiannrcsancanscesessscssncsaasnes

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

£1 Lefar BEIEKEHE conommmmmmumsmmsmvosmsmmsmsmamsasmarsssinsusssnseasi s i

12 Rumusan Masalah........osssmammsmamsemsmmmssvmssssssvaseso

1.3 Tujuan Penelitian..........ccoeeueoveiciiininiiiineeee e

1.4 Manfaat Penelitian. ... .. ssasmsmsmsssmmmasammmssaenmssessmsrsvyrss

1.5 Metode Penelitian.........c.ooevvieiiriieiieciiiiiecciccceccceie e
1.5.1Tipe Penelitian cusssmmmnunmsnmmmnmnmsrsamaresmmsssperszm
1.5.2Jenis dan Sumber Data...........ccocceeiriiiiiiiniiiiiini e

1.5.3Metode Pengumpulan Data
1.5.4Analisis Data

...........................................................................

TINJAUAN UMUM TENTANG PRAPERADILAN DALAM

HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

2.1 Sejarah Singrat Tebentuknya Praperadilan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana

...........................................................

2.2 Pengertian Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

2.3 Tujuan dan Wewenang Praperadilan

2.4 Pihak Ketiga Yan

................................................

o . . i pidana hukum ....
UPL PERPS TAKAAN
: UNIVERSS © SR A

No.u rroR: 112;57"

(v 30 sep 20

vil




BAB II1 PEMBAHASAN
PIHAK KETIGA DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN
3.1 Pihak Ketiga yang Berkepentingan yang dapat Mengajukan
Praperadilan Dalam Pengertian Penyidikan atau Pengertian
Penuntutan Tindak Pidana KOrupsi..........cccecveieeieieienicceeeeeeeenns
3.1.1 Pihak-pihak yang dapat Mengajukan Permohonan
24710, (0] 1 A ———
3.1.2 Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Tindakan
P1Aa8 I OFDE s sussumenvss resssmmonsrenismm s s AR
3.2 Hambatan yang Ditemui dalam Praktek Praperadilan oleh Pihak
Ketiga yang Berkepentingan dalam Pengertian Penyidikan

Atau Pengertian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.......................
BAB 1V PENUTUP
4.1 KeSIMPUIAN c.co.oiiiiiiiicece et

20, B0 ———

DAFTAR PUSTAKA.

1P



ABSTRAK

Judul Skripsi : Praperadilan Yang Diajukan Oleh Pihak Ketiga Dalam
Penghentian Penyidikan Atau Penghentian Penuntutan
Tindak Pidana Korupsi

Nama : Fella Mitasari

NIM : 02043100117

Kata Kunci : Legal Standing, Praperadilan, Lembagaa Swadaya

Masyarakat, Penyidik dan Penuntut Umum

Lembagaa Praperadilan sejak semula dimaksudkan sebagai sarana Hukum yang
dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan baik oleh tersangka, korban,
penyidik, penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Namun
dalam penerapannya masih banyak ditemukan kendala-kendala salah satunya
dalam hal praperadilan oleh pihak ketiga khususnya penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini pihak ketiga yang
berkepentingan diatur dalam Pasal 80 dan 81 KUHAP. Didalam KUHAP tidak
dijelaskan secara mendetil tentang pengertian pihak ketiga. Maka banyak terjadi
penolakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pijak ketiga khususnya
Lembaga Swadaya Masyarakat karena tidak memiliki Legal Standing. Hal
tersebut yang kemudian menjadi alasan penulis tertarik untuk membahas pihak
ketiga dalam tindak pidana korupsi dan hambatannya dengan menggunakan
metode penulisan yuridis normatif. Siapakah pihak ketiga yang dimaksud ? pihak
tersebut dapat berarti pihak lain yang selain para pihak yang jelas terkait dalam
tindak pidana korupsi tersebut. Dengan demikian pihak ketiga yang
berkepentingan dapat ditafsirkan masyarakat yang diwakili Lembaga-Lembaga
Swadaya Masyarakat yang concern dalam pemberantasan korupsi.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Korupsi di Indonesia kini sudah kronis dan mengakar dalam setiap sendi
kehidupan. Perkembangannya dari tahun ke tahun semakin meningkat baik
secara kualitas dimana korupsi dilakukan secara sistematis dengan metode-
metode yang semakin canggih maupun kuantitas dengan jumlah kerugian negara

yang sangat luar biasa. Penyebab utama terjadinya tindak pidana korupsi di

Indonesia dapat diidentifikasikan sebagai berikut:'

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan
kebutuhan. Kurangnya gaji pegawai negeri semakin parah apabila dikaitkan
dengan perkembangan teknologi yang langsung maupun tidak langsung
mengubah pola hidup pegawai negeri. Kebutuhan akan alat-alat yang
berteknologi seperti televisi, hand phone, kendaraan bermotor menambah
pengeluaran mereka. Belum lagi gaya berbelanja dengan sistem mencicil dan
penggunaan kartu kredit, sampai berbagai macam potongan semakin

memberatkan kehidupan pegawai negeri. Hal ini akan membuat pegawai

negeri semakin mudah tergoda melakukan korupsi.

' Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 13-22.



2. Latar belakang kultur budaya masyarakat Indonesia. Budaya ini mungkin
berawal justru dari sifat kekerabatan masyarakat Indonesia yang gampang
memberi bingkisan / hadiah yang di masa selanjutnya pemberian ini diiringi
niat dan maksud atau tujuan tertentu. Penyalahgunaan kewenangan para
pejabat juga telah terdeteksi dari zaman Hindia Belanda dimana pejabat
pribumi cenderung melakukan penyimpangan karena dapat menjalankan
tugas jabatannya di mana saja dan kapan saja, ini kemudian bertemu dengan
budaya hadiah di atas yang pada masa selanjutnya seiring berubahnya
masyarakat menjadi masyarakat yang hedonis konsumtif yang ingin segala
urusan jadi cepat melahirkan suap dan gratifikasi.

3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang Efektif dan efisien.
Menurut Prof. Soemitro yang dikutip Andi Hamzah kebocoran anggaran
mencapai 30 %, ini menunjukkan berbagai pendidikan, pelatihan maupun
penataran seperti P4 tidak mampu mengurangi korupsi apalagi untuk
menghentikannya.

4. Modernisasi. Menurut Samuel P. Huntington sebagai mana dikutip oleh Andi
Hamzah modernisasi menjadi penyebab korupsi karena:

a. Modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar
masyarakat.

b. Modemisasi membuka sumber kekayaan dan kekuasaan baru.
Hubungan sumber-sumber ini dengan kehidupan politik tidak diatur

oleh norma tradisional masyarakat, sedangkan norma baru belum dapat



diterima oleh golongan berpengaruh di masyarakat.

c. Modemisasi mengakibatkan perubahan dalam kegiatan sistem politik,
yang pada gilirannya memperbesar kekuasaan pemerintah dan
melipatgandakan kegiatan yang diatur oleh pemerintah.

Penilaian Transparency International menyatakan bahwa Indeks Persepsi
Korupsi Indonesia tahun 2005 dari 159 negara yang disurvei, Indonesia
merupakan negara terkorup ke enam di dunia dengan skor 2,2 naik dari urutan ke
lima tahun 2004 dengan skor 2,0. Sama dengan skor Irak yang dilanda perang
tetapi masih lebih baik dari pada Bangladesh (1,7) dan Myanmar (1,8) dua negara
yang menempati urutan pertama dan kedua terkorup di dunia.?

Indonesia belum beranjak dari posisi sepuluh besar negara terkorup di
dunia disebabkan adanya hambatan-hambatan dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi. Hambatan-hambatan tersebut diidentifikasikan oleh
Moh.Yamin, pertama, mengenai peraturan perundang-undangan yang
menyangkut upaya pemberantasan korupsi baik yang diatur dalam undang-
undang maupun peraturan di bawahnya mempunyai kelemahan baik dari aspek
substansi maupun dari aspek teknis pelaksanaan sehingga memungkinkan terjadi
kemacetan dalam pemberantasan korupsi bahkan bukan tidak mungkin sering
kali dimanipulasi serta dimanfaatkan oleh koruptor untuk membebaskan diri dari
hukuman. Selain itu tidak adanya undang-undang perlindungan saksi dan pelapor

serta terlalu ringannya hukuman bagi koruptor menyebabkan lemahnya

? Kompas, Rabu, 15 November 2009, Hal. 6.



penanganan korupsi. Kedua, selain karena lemahnya sumber daya penegak
hukum yang ada, penyebab lainnya adalah karena aparat penegak hukum itu
sendii merupakan aktor yang ikut menyuburkan korupsi. Ketiga, sudah
membudayanya praktek korupsi. Dalam prakteknya korupsi sudah dipandang
sebagai suatu perilaku yang lazim dilakukan oleh masyarakat. Sikap skeptis
terhadap pemberantasan korupsi turut serta menyebarkan korupsi ke tengah
masyarakat. Keempat, tidak adan political will dari para elit politik menjadi
faktor penghambat dalam pemberantasan korupsi, bahkan sering terjadi para elit
politik ikut melindungi dan atau menjadi bagian konspirasi tindak pidana
korupsi. Kelima, karena rendahnya akuntabilitas publik penyeienggara Negara
dan tidak adanya transparansi.’

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa korupsi ternyata tidak lepas dari
pengaruh dan atau peran masyarakat. Masyarakat telah menjadi salah satu
penyebab timbulnya tindak pidana korupsi sekaligus salah satu penghambat
pemberantasannya, bahkan korupsi itu sendiri timbul dari masyarakat. oleh
karena itu dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak dapat lepas
dari peran serta masyarakat.

Korupsi juga telah menimbulkan kerugian yang cukup besar, tidak hanya
kerugian atas keuangan negara namun lebih luas lagi telah merugikan

masyarakat. Penjelasan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemerantasan

* http://www2 kompas.com/kompas-cetak/0502/17/ekonomi/564621 htm. Dengan Dukungan
Rakyat Memberantas Korupsi. Diakses Tanggal 2 November 2009. Pukul 10.00 WIB.


http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0502/17/ekonomi/564621.htm
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Tindak Pidana Korupsi menjelaskan korupsi di Indonesia telah terjadi secara
sistemik dan meluas sehingga tidak saja menimbulkan kerugian keuangan negara,
tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.*
Dalam keuangan negara ada juga yang bersumber dari masyarakat dan akan
dikembalikan kepada masyarakat, jadi apabila uang tersebut dikorupsi maka ada
hak rakyat yang tidak dikembalikan dan tidak dapat dinikmati masyarakat.
Artinya dengan terjadinya korupsi maka telah terjadi pula pelanggaran terhadap
hak asasi manusia.’

Dalam hubungannya antara hak asasi manusia dengan proses peradilan
pidana yang patut menjadi perhatian adalah hak warga negara yang oleh T.H.
Marshall dikatakan bahwa hak seseorang untuk membela din dan menuntut hak-
haknya dengan pengakuan atas kesamaan kedudukan dalam hukum melalui
proses hukum yang adil. Dalam kanteks korupsi di Indonesia, karena masyarakat
sebagai warga negara telah terlanggar hak-haknya maka masyarakat dengan
demikian berhak menuntut hak-haknya yang telah terlanggar melalui proses
hukum yang adil. Proses penegakan hukum dilakukan oleh polisi, jaksa dan
hakim bersama-sama masyarakat dalam suatu sistem peradilan pidana (Criminal

Justice System). Menurut Mardjono Reksodiputro Criminal Justice System adalah

sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.

# Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

5 Kamri A, Korupsi, Pidana Mati dan HAM, Sekilas Tinjauan Sistem Peradilan Pidana,
Sandung: Refika Aditama, 2005, Hal.154-156.



Menanggulangi kejahatan adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar
berada dalam batas-batas taleransi masyarakat. Berhasil atau tidaknya suatu
sistim peradilan pidana dapat dinilai dari jumlah kejahatan yang sampai pada
penegak hukum yang dapat diselesaikan melalui proses peradilan pidana dan
diputus bersalah serta mendapat hukuman.®

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya penciptaan
Indonesia yang damai dan sejahtera. Ketiadaan penegakan hukum akan
menghambat pencapaian masyarakat yang berusaha dan bekerja dengan baik
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya
keterkaitan yang erat antara damai, adil dan sejahtera. Untuk itu perbaikan pada
aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian.

Namun demikian dalam pandangan masyarakat penegakan hukum masih
jauh dari rasa keadilan. Ada pandangan dalam masyarakat yang menilai hahwa
negara belum dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum. Praktek penegakan
hukum yang terjadi juga dinilai semakin jauh dari penegakan hukum yang
seharusnya dilakukan. Usaha untuk memperbaiki penegakan hukum bukannya
tidak dilakukan. Salah satu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki penegakan
hukum adalah diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana. Ini merupakan perbaikan dari hukum acara pidana

sebelumnya yang menggunakan peraturan peninggalan pemerintahan kolonial

6 Mardjono Reksodiputro. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistim Peradilan Pidana.

Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi i it
Indonesia, 1997, Hal.6. ® o8t Universitas



Belanda. Herziene Inlands Reglement Staatsblad 1941 No. 44 atau disingkat
HIR. Sebagai produk pemerintahan kolanial Belanda tentu saja HIR jauh dari
cita-cita hukum bangsa Indonesia karena HIR dibuat untuk melindungi
pemerintah penjajah dan merepresi warga negara. HIR dinilai kurang menghargai
hak asasi manusia, keadilan dan kepastian hukum.

Dalam banyak hal Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana melakukan perubahan mendasar terhadap asas-asas serta ketentuan-
ketentuan hukum pidana. Beberapa hal baru yang tercantum dalam Undang-
Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana antar lain:
. Hak-hak tersangka dan terdakwa (Pasal 50 s/d 68);
. Bantuan Hukum pada semua tingkat pemeriksaan (Pasal 69 s/d 74);

. Penggabungan perkara perdata dan perkara pidana dalam hal ganti rugi (Pasal
98 s/d 101);

. Pengawasan pelaksanaan putusan hakim (Pasal 277 s/d 283);

. Wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan, yakni pra peradilan (Pasal
77 s/d 83).

W N -
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Dari pembaharuan yang dilakukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana terlihat adanya perhatian yang lebih

dikedepankan yaitu pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia karena
hukum acara pidana bertujuan untuk :

1. Mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang

materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara

pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara

jujur dan tepat;

7 Loebby Logman. Pra-Peradilan di Indonesia, Jakarta Ghalia Indonesia, 1990, Hal.7-8.



2. Mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana;
3. Menjaga agar mereka yang tidak bersalah, tidak dijatuhi pidana, meskipun
orang tersebut telah dituduh melakukan suatu tindak pidana.8
Salah satu lembaga hukum baru yang diciptakan dalam KUHAP adalah
lembaga Praperadilan. Ditinjau dari struktur dan susunan peradilan lembaga
Praperadilan bukanlah lembaga yang berdiri sendiri. Ia hanya merupakan
pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap
Pengadilan Negeri. Wewenang dan fungsi baru itu adalah tugas tambahan untuk
memeriksa dan memutus:
1. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka
atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas
permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya
atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
Lembaga Praperadilan sejak semula dimaksudkan sebagai sarana hukum
yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan baik oleh tersangka, korban,
penyidik, penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Namun
dalam penerapannya masih banyak kendala-kendala baik dari segi substansinya

(peraturannya), segi struktur mekanisme kerja institusi yang terlambat, maupun

segi masyarakatnya (kultur).

8 Ibid., Hal. 8.



Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
memiliki kelemahan, diantaranya dalam hal praperadilan. Salah satunya dalam
hal praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan terhadap penghentian
penyidikan atau penghentian penuntutan, khususnya penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 80 Undang-Undang
No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan: Permintaan untuk
memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan
dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang
berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.

Seperti contoh kasus berikut yaitu dalam kasus praperadilan dua pimpinan non
aktif Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto yang diajukan Masyarakat Anti
Korupsi Indonesia ( MAKI ) sebagai pihak ketiga. Maki mengajukan permohonan
praperadilan dikarenakan putusan dua pimpinan non aktif KPK itu sebagai tersangka
adalah keliru. Akan tetapi permohonan yang diajukan oleh MAKI itu ditolak oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena permohonan yang diajukan tsb bukan
materi yang bisa dipraperadilankan. Hakim juga menilai bahwa pemohon tidak punya
kapasitas mengajukan praperadilan karena tidak memiliki Legal Standing.
Praperadilan yang dapat diajukan harus berdasarkan Pasal 80 dan 81 UU KUHAP
tentang materi yang bisa digugat pihak ketiga yakni penangkapan, penahanan,
penetapan penghentian penyelidikan, penghentian penuntutan dan rehabilitasi saat
perkara seseorang dihentikan dalam penyelidikan atau penyidikan. Oleh karena itu

sesuai dgn putusan PN Jakarta Selatan proses penyidikan terhadap dua pimpinan
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KPK non aktif Chandra Hamzah dan Bibit Samad Arianto tetap sah dan dilanjutkan.9

Pihak ketiga yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 80 Undang-Undang
No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak diterangkan siapa pihak
ketiga tersebut. Dalam ketentuan praperadilan yang dapat mengajukan
praperadilan adalah tersangka, keluarganya atau kuasanya, penyidik, penuntut
umum dan pihak ketiga (Pasal 79-80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana). KUHAP tidak menyebutkan secara jelas perihal siapa
pihak ketiga berkepentingan adanya perbedaan pendapat mengenai pihak ketiga
berkepentingan yakni Pengertian secara sempit, pihak ketiga berkepentingan
adalah saksi dan korban. Sementara dalam arti luas adalah masyarakat sebagai
pihak berkepentingan. tidak semua organisasi memiliki /egal
standing sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU No 23 tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.Tersangka atau keluarganya jelas tidak
mungkin akan mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan atau
penuntutan karena dengan adanya penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan tersebut mereka justru diuntungkan. Penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan dalam hal ini merugikan korban. tidak semua organisasi
memiliki legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU No 23
tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setelah ditelaah dan
dicermati, ternyata perbuatan Bibit dan Chandra tidak terkait dengan lingkungan

hidup dan perlindungan konsumen. Perbuatan mereka terkait dengan Undang-

® http://www.inilah.com, Selasa, 13 Oktober 2009, Hakim Tolak Praperadilan Untuk Chandra-Bibit
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Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor). Dalam UU Tipikor mengatur peran masyarakat dalam pemberantasan
Tipikor tetapi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak mengatur Legal Standing masyarakat.
Oleh Karena itu MAKI tidak berhak mengajukan praperadilan karena mengacu
pada Pasal 80 KUHAP bahwa pihak ketiga yang berkepentingan dalam arti
sempit adalah saksi dan korban yang berkait dengan peristiwa.

Dalam kasus korupsi korbannya adalah negara dan masyarakat karena
dalam keuangan negara ada juga yang bersumber dari masyarakat dan akan
dikembalikan kepada masyarakat, apabila uang tersebut dikorupsi maka ada hak
rakyat yang tidak dikembalikan dan tidak dapat dinikmati masyarakat. Dalam hal
ini belum ada ketentuan apakah masyarakat dapat menjadi pihak ketiga.

Alasan diberikannya wewenang kepada penyidik untuk melakukan
penghentian penyidikan antara lain:

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan dan
sekaligus untuk memberikan kepastian hukum. Apabila penyidik
berkesimpulan bahwa dari hasil penyidikan tidak cukup bukti untuk
mengajukan tersangka ke depan persidangan maka untuk terciptanya
kepastian hukum bagi penyidik, tersangka dan masyarakat maka lebih baik
secara resmi penyidik menghentikan penyidikan;

2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungki.nan tuntutan ganti kerugian,

sebab kalau perkaranya diteruskan namun ternyata tidak cukup bukti untuk
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menuntut dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka untuk menuntut
ganti kerugian.'®
Sedangkan pada penghentian penuntutan alasan dilakukan penghentian
penuntutan adalah semata-mata untuk kepentingan hukum:
1. Perkara yang bersangkutan tidak memiliki pembuktian yang cukup;
2. Apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana;

3. Perkara ditutup demi hukum."!

Dalam contoh kasus yg lainUntuk melihat bagaimana lembaga praperadilan
dalam prakteknya mengakomodir pihak ketiga dalam perkara tandak pidana
korupsi khususnya mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga
dan bagaimana hambatan-hambatan yang ditemui dalam praktek praperadilan oleh
pihak ketiga yang berkepentingan.

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian yang berhubungan dengan praperadilan yang dilakukan oleh
pihak ketiga. Untuk itulah penelitian ini diberi judul “PRAPERADILAN YANG
DI AJUKAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM PENGHENTIAN

PENYIDIKAN ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA

KORUPSI “

' M.Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan
Penuntutan, Jakarta. Sinar Grafika, 2002, Hal.150. ’

" Ibid., hal. 437
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan
masalah sebagai berikut:

1. Siapakah pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan
praperadilan dalam penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
tindak pidana korupsi?

2. Apa hambatan yang ditemui dalam praktek praperadilan oleh pihak ketiga
yang berkepentingan dalam penghentian penyidikan atau penghentian

penuntutan tindak pidana korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang akan diolah dan
dianalisis, dengan tujuan:

a. Untuk menjelaskan pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat
mengajukan praperadilan dalam penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan tindak pidana korupsi.

b. Untuk menjelaskan hambatan yang ditemui dalam praktek praperadilan oleh
pihak ketiga yang berkepentingan dalam penghentian penyidikan atau

penghentian penuntutan tindak pidana korupsi.



14

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan / manfaat penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai
penerapan permohonan praperadilan oleh pihak ketiga khususnya terhadap
penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan tindak pidana korupsi
dan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan
hukum acara pidana serta menambah kepustakaan yang berkaitan dengan
masalah praperadilan

2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi para penegak hukum
dan masyarakat luas mengenai praperadilan oleh pihak ketiga, sehingga

dapat tercapai peradilan pidana yang adil.

1.5 Metodologi Penelitian
1.5.1 Tipe Penelitian
Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif adalah
suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau
data sekunder berupa peraturan-peraturan hukum, putusan pengadilan,
teori-teori hukum dan pendapat para pakar hukum serta melakukan

pengkajian terhadap hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang
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akan diteliti. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan menelaah data
pustaka atau data sekunder sebagai kegiatan utama.'?
1.5.2 Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian adalah:
a. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai bahan hukum, terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
langsung, terdiri dari: Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo
Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu hal-hal yang pada dasarnya memberi
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Penjelasan
Undang-Undang; buku-buku tentang hukum acara pidana, dan
laporan penelitian serta peraturan pelaksana lainnya yang memuat
tentang praperadilan serta putusan pengadilan tentang praperadilan.

3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa

Inggris.

12 :
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum N t : j
Grafindo Persada, 2001, Hal. 15. o 2Bl BT (G S8
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1.5.3 Metode Pengumpulan Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder di dapat dari penelitian pustaka (library research). Penelitian ini
merupakan penelitian hukum yuridis normatif, maka data yang utama adalah
data sekunder yang diambil dari berbagai bahan hukum yaitu bahan hukum
primer yg mengikat langsung terdiri dari : Undang-Undang No.8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-
Undang No.21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum
sekunder yang pada dasarnya member penjelasan dari bahan hukum primer,
seperti penjelasan Undang-undang. Yang ketiga bahan hukum tersier yaitu
bahan yg member penjelasan bahan hokum primer dan sekunder, seperti
kamus-kamus hukum.
1.5.4 Analisis Data
Data yang diperoleh dilakukan dengan :penelitian kepustakaan (Library
research), dengan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier yang relevan
Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi

terhadap data tekstular yang diperoleh dari kepustakaan, untuk selanjutnya di

konstruksikan ke dalam kesimpulan.
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